BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab terakhir ini dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut :

1. Ada dua Penyebab terjadinya pembukaan lahan perkebunan dengan cara Pemembakaran
yang terjadi di Desa Batu Ampar Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang
yaitu:

a. Faktor Ekonomi
Perekonomian yang sangat rendah dan mata pencarian yang sulit, para pelaku
pembukaan lahan dengan cara melakukan pembakaran hutan guna membuka lahan
perkebunan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan dirinya sendiri.
b. Faktor Sarana dan Prasarana
Dalam hal melarang masyarakat membuka lahan perkebunan dengan cara
dibakar seharusnya pememerintah ada kebijakan atau solusi yang berupa sarana dan
prasarana, seperti disediakannya alat berat yang berjenis Excavator, bulldozer dan
fasilitas lainnya yang dapat membantu masyarakat untuk mempermudah dalam
membuka lahan perkebunan tanpa membakar.

1. Sanksi bagi pelaku pembukaan lahan perkebunan dengan membakar hutan menurut Sanksi
tindak pidana pembukaan lahan perkebunan dengan cara dibakar sudah diatur di dalam
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup Pasal 69 Ayat (1) Huruf H yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”

2. Sanksi bagi pelaku pembukaan lahan perkebunan dengan cara pembakaran tinjauan hukum
Islam perbuatan merusak lingkungan dengan cara pembakaran adalah sesuatu yang
dilarang, namu ada poin penting yang di perbolehkan secara alami pertambahan jiwa akan
selalu menuntut pertambahan lokasi permukimanan, bahwa hukum membuka lahan
perkebunan itu boleh dengan pembukaan yang di lakukan oleh petani dengan skala kecil

dalam kesanggupan.



B. Saran-Saran

Sebagaimana permasalahan diatas, dan yang terjadi di masyarakat maka saya
memberikan beberapa hal yang harus yang harus dilakukan secara khusus oleh pemerintah
atau penegak hukum dan umumnya untuk masyarakat.

1. Menghimbau kepada seluruh masyarakat aparat pemerintahan Desa Batu Ampar
diharapkan memberikan pemahaman sejak dini arti pentingnya mencintai lingkungan
kepada sesama masyarakat dalam membuka lahan perkebunan, serta memberikan
pemahaman bahwa alam dan seisinya diciptakan Allah SWT untuk dikelola dengan
baik oleh manusia.

2. Saya berharap semoga skripsi ini dapat menjadi pedoman bagi masyarakat Desa Batu
Ampar agar memahami dan tidak melakukan pembukaan lahan perkebunan dengan
cara membakar tanpa ada izin dari pejabat yang wewenag agar tidak mengulangi

pembukaan lahan perkebunan dengan cara pembakaran.
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